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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berangkat dari bab sebelumnya yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka 

dapat disimpulkan: 

1. Pertimbangan yang dilakukan majelis Hakim Pengadilan Agama 

Banjarbaru dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 

581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb. Majelis Hakim menggunakan hak ex 

officio-nya untuk memberikan hak-hak istri dan anak yang 

diceraikan. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d 

dan f dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerapkan hak ex 

officio terkait nafkah iddah, mut’ah bagi istri dan nafkah anak, 

sehingga penggunaan hak ex officio Hakim dalam perkara cerai 

gugat tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. 

2. Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 

581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb. tidak melanggar salah satu asas hukum 

acara perdata yaitu asas ultra petitum partium, pada pasal 178 ayat 

3 HIR merupakan ketentuan umum, sedangkan pasal 41 huruf c 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 

merupakan lex specialis derogat legi generali, dimana peraturan 

yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum. 
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B. Saran 

Sehubungan dengan uraian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka 

penulis mengajukan beberapa saran dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengingat nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak merupakan 

kewajiban seorang suami meskipun telah berpisah, dengan adanya 

pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tentang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 Huruf d dan f yang merupakan 

landasan hakim dalam menggunakan hak ex officio-nya, sebaiknya 

hakim menggunakannya secara optimal dalam memutus perkara 

cerai gugat agar hak-hak istri dan anak dapat terlindungi. 

2. Eksistensi hak ex officio hakim sangatlah diprirotaskan dalam 

memutuskan  perkara cerai gugat, diamana para pihak yang 

berperkara merupakan masyarakat awam. Dengan adanya hak ex 

officio, maka keadilan yang dicari para pihak yang berperkara cerai 

gugat dapat terealisasi dengan sebaik mungkin.  

  


